GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 98 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Utara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dan kepastian penataan pegawai pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan
Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);



2=

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan,



Menetapkan
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14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE

Dr-n.suriansyAH, M.AP  cekreTARIS DAerAH

. Asi1ETER
ARMAM Ja0HALL, SH O PLY. karo Hur.uﬂ/\/

Drs.H.ABDUL MAQIID §, KAR O OREAMISASI
M .S



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Descuber 201

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Uesember 2012

SEKRETARIS DAE

PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72

ASISTEN

) _m-“-lﬁ'ﬂmﬂ HZ,MS) ADMIMASTRAST UMUM

' ARMAN JauHAR), CH PLt. karo HuLur"‘{\{

Drs.H.ARpUL MADJID &,  Kap o oOGAHISAS|
M.5



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deserber 2013
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 20713

SEKRETARIS DAERAH PROVINSL, KALIMANTAN UTARA,

%

.

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 72
TENTANG

TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.

NAMA JABATAN

KEBUTUHAN PEGAWAI

JABATAN

PIMPINAN TINGGI

JABATAN
ADMINISTRATOR

JABATAN
PENGAWAS

JABATAN
PELAKSANA

JABATAN
FUNGSIONAL

KETERANGAN

2

3

4

S

7

Kepala Dinas

1

1. Sekretaris

1

d.

Kepala Subbagian Perencanaan

1) Analis Perencanaan Anggaran

2) Analis Data dan Inormasi

3) Pengadministrasi Perencanaan

4) Pengelola Bahan Perencanaan

bt |t | ot |

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian

1) Analis Barang Milik Negara

2) Pengadministrasi Umum

3) Pengadmistrasi Persuratan

4) Pengemudi

5) Petugas Keamanan

6) Pengadministrasi Kepegawaian

7) Pramu Kebersihan

Pk | o | ok | ot | o | ot | ot




b. Kepala Subbagian Keuangan

1) Bendahara

2) Analis Pengelola Keuangan

3) Pengadministrasi Pajak

4) Pengadministrasi Keuangan

5) Pengelola Laporan Keuangan

6) Pengolah Daftar Gaji

7) Pengola Data Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara

2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

a. Kepala Seksi Administrasi Desa dan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1) Analis Desa dan Kelurahan

2) Pengelola Kekayaan Desa dan
Administrasi Desa

3) Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Desa

4) Pengelola Data

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan
Kerjasama Desa

1) Analis Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan

2) Analis Pengembangan Wilayah

3) Pengelola Data Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan

3. Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial
Budaya Masyarakat

a. Kepala Seksi Pengembangan
Kelembagaan, Kader dan Partisipasi
Masyarakat

1) Analis Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan

2) Analis Pemberdayaan Masyarakat

bk |k | k| k| k| ek | ek

-




3) Pengelola Data Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan

b. Kepala Seksi Sosial Dasar

1) Analis Sosial Budaya

-

2) Analis Ketahanan Budaya

Kepala Bidang Ekonomi

a. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi
Masyarakat dan Desa

1) Analis Pengembangan Ekonomi
Pedesaan

2) Pengelola Pembinaan dan
Pengembangan Perekonomian

3) Penelaah Pengembangan Usaha

b. Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi
dan Kawasan Perdesaan

1) Penyuluh Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan

2) Pengelola Data Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga

Kepala Bidang Pendayagunaan SDA, TTG
dan Pembangunan Sapras

a. Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan
TTG

1. Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG

2. Pengelola Kelayakan SDA

b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan

Prasarana

1. Analis Pengembangan Sarana dan
Prasarana




2. Penyuluh Pembangunan Daerah
Terpencil

Jumlah

11

39

Jumlah Total

56

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deseuber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




2. Penyuluh Pembangunan Daerah 1
Terpencil
Jumlah 1 5 11 39
Jumlah Total 56

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deogeni e 2913

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Dr-W suriaMSyAH,M AP SekneTARIS DaerA H

. BASISTEM
iDrs.H.anﬂuDDtu H2,MSi  ADMNIS TRASI UMUM

ARMAN JaUHARL, SH PLL. Kano Hukur‘\/\/

Drs.H.ABDUL MAQ)ID S , kARO ORGAMISAS!
M. &




2. Penyuluh Pembangunan Daerah 1
Terpencil
Jumlah 1 5 11 39
Jumlah Total 56

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal /3 PESEMBER 204
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd
IRIANTO LAMBRIE
Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal /3 D&SermGeR 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] KALIMANTAN UTARA,

1 ) ASISTEN
* Drs.H.2n14upDIN H2,MSi ADMINISTRASI UM

SURIANSYA | AMAN gt <8 PLE: kazo wokum /|/

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 73 %&.;-ABDUL MAQ)ID &,  Kapo ORGAMISAS)




2. Penyuluh Pembangunan Daerah
Terpencil

Jumlah £

Jumlah Total

56

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2012

SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IfsAﬂ DESA

LAMPIRAN 11
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR T2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Kepala Sub Bagien Perencanaan —1  Kepala Seksi Pangambangan Ekonomi Masverakat dan Desa —  Xepals Seisi Pendayagunaan SDA dan TTG
9 8 9
I T I 1
Lsbatan
Analis Parencanaan Anggaran 7] 1 0 Analis Dess dan Kelurahan 7 o] 3 lasyaras in 7 1) nal ngan 71 o] 1] -1 711} 1} ©
|kelembagaan Pardesasn I Tepat Guna
[Analis Data dan informasi LR o Pangelola Kekayaan Deza dan s o 1 7 ? Fangeiola Pambinaan dan sl ol 1] 3 sl of 1]
Wpsecor i Analis Pemberdayaan Masvarekat s Pengalols Kelayakan SDA
Pangadministrasl Parencanaan dan sl 1 0 Pengelols Keusngan dan Pendapatan 6 o] 1 Pengeiola Data Pemberdaysan 6 4 ke 71 of 1] - 12 4
Program Dess Masyarakat dan Kelembagaan
|Pengeloia Bahan Perencansan & @ = - s o 1 2 e 3 3 PR,
* * TR Kapala Seksi Pelayanan Sosial Dasar
- L] Kepala Seksi Ekonomi Kewasan TR
Kapala Sub Bagian Umum den Kepegawaian T 5 -
Seksi dan Desa
r Kepaia Kelembagaan Kerjasamae TR FR r
1 s Analis Sosial Budsya 7 of jabatan s 8k |e Penyuluh Pembangunan Dserah| 7| 0| 2| 1|
Jabatan as |l [ [ Pangalols Data Pemberdayssn Ekonomi 7| of 1| -l Terpancil
|Pengadministrasi Umum £ ! 0 Jabatan ks [o (D Analis Ketahanan Budeya 7 E Keluarga 02 2
Analis Pemberdaysan Masyarakat dan 7 o] 1] - Penyuluh Pamberdaysan Masyarsiat 71 3 3 o
Pengsdministrasi Kepegawalan sl 1 0 Kelembangsan 4 Desa/Kalurahan
Analis Pengembangan Wilayah 7 o] 1 102 4
Analls Barang Milik Negars 7l 1 0|
Pangsicla Data Pemberdaysan ® CE Jumish f"a"h"l'“, K '“" T
Pengadministrasi Persuratan s| o -1 Masysrakat dan Kelembagaan 8| x|[erd (4 : |
0o 3 Esalon it 11]e &8 |
Petugas Kesmanan s| o El Eselon Hi s[s]e | |
Eselon IV uf1f e | |
Pramu Kebersihan i o -1 Fungsional olo]o l |
peoans [0l | 1
3 o -1 Kurang 30| 56| 88 | A Seite R RS SRR R
3 4
Ditetapkan di Tanjung Selor
— Kepala Sub Bagian Keuangan i
: pada tanggal 13 Lesember 2019
|
Jabaton ks [8 [k
L GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
Bandshara 7| o El
Analis Pengelola Keuangan 7 1 0|
Pengadministrasi Pajak s| o El
Pengadministrasi Keuangan 8 2 1]
Pengelola Laporan Keuangan 8 0 -1
Pangolah Daftar Gaji 6 o 4 IRIAN
|Pengolah Data Laporan 6 0 -1
Pertanggunglawaban Bendahara



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Seks: Adminitiray Desa dan Peningkatan Kapeaitas
— Kepala Sub Bagian Perancanasn Dide "
5 3 ] ]
Analis Perencanaan Anggaran 71 14% Analis Desa dan Kelurahan 7 of 1| 2 ol n 7] of 1] 4 E ul s 7111 o
n whnalogl Tepat Guna
Anwils Data dan Informas! R EE :Nmnmm s o 1] 1 'M%&, : o Snevartiat | 3| 3] o [Pangaiol Kelayakan 504 gy
Pengadministrasi Perancanaan dan 5 11 11 o Pengelola Keuangan dan Pendapatan [ o] 1| 4 Pengeiola Data Pemberdaysan 6l of 1 < 12 4
Program Desa Masyarakat dan Kelambagaan
Pangalola Bahan Perencanasn L TR o e . 9 4 = 13 2 g % &
= — Kepola Seksi Palayanan Sosisl Dasar
LA L Kepals Seks| Pambangunan Ekonomi Kawasan Perdesasn
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian >
Kgmeeassn ST I :
s = Jabatan s [ Jx [/e 1
[ s | Analis Sosial Budsya 71 1] 1] o Jabatan ks |8 [k |-re
Jabatan s [s x|/ i3 Pengsiola Data Pemberdayssn Ekonomi | 7| o 2} -2
Pengadministrasi Umum s| 1] 1] o Jabatan lns In (A Analis Ketahanan Budaya 7l o 1 a Keluarga
|Analis Pemberdayssn Masyarakst dan 7 QL i -1 v [¥] | M 1] o
Pengadministrasi Kepegawaian s| 1] 1] o Kalambangsan 1 2 4 Desa/Kelurahan
Analis Pangembangan Wilayah 7 o 1] 4 1 2 4
Anaiis Barang Milik Nagara 7l 1] a o
Pangeiols Dats Pemberda s] of 1] a Jumish | ey A
Pengadministrasi Persuratan 5{ o 1f 4 Mwmm::: B | K |4/ i ;h"m
0 3 2 Esalon 11 1[1]o = |
Petugas Kesmanan s| o] 1| Eselon I s|s]e | |
Esaion IV {11 o | {
Pramu Kebersihan i of 1] 4 Fungsions! olo]o I |
Pealaksana 13 39| a8 {
Pengemudi 3l of 1| 1 E Kurang 30 56| 88 [,,, S e e e |
7 4
Ditetapkan di Tanjung Selor
= Kapala Sub Bagian Keuangan &
- pada tanggal 13 Deseumber 201°
| S———————— - PR
27 mp b {1 ] GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
™ 7| o] 1] 4 ;..‘—, |
(Analis Pangaicls Keuangan 7 1 i o Y
Pengadministras Pajek sl o 1| A I !
‘ Or H. SURIANSYAH ,M.AP SEkRETARIS DAERAM
Pengadministrasi Keuangan 5| 2 1] 1
=+ ASI1sTEN
Pengelola Laparan Keuangan s[ of 1 ¥
& 2,M.5
i | re-H-2UDDM LN aomiusTRASI ueurt IRIANTO LAMBRIE
Pengolah Daftar Gajl s| of af 4
e ELEE § CARMARM JAUHARL, SH PLY . karo Hukuﬂ/v

:}qu:.\l.hm.ll. mMaR)ID &, KARO ORGAMISAS)
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